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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN 81MAl.UNGUN

TAHUN 2000 NOMOK 34 SKHI "0" NOMOR 32
«

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMAl.UNGUN
22 TAHUN 2000NOMOR

T E N T A N G
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN

DALAM KABUPATEN SIMALUNGUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

r B U P A T I S I M A L U N G U N

a. bahwa untuk meIakannakan ketentuan Pasal 67 ayatMen i mbnng
(6) dan Pasal 126 ayat (2) Undang-undang Nomor 22
tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang
per lu menetapkan Pengaturan tentang Pembentukan,
Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;

b. bahwa untuk rnaksud tcrscbut dialas perlu diatur dan
ditetapkan da I am Peraturan Daerah Kabupaten
Simalgngun.

Mengingat Drt. Tahun 1956 tentang: l. Undang-undang
Pembentukan Daerah' Otenem Kabupaten-kabupaten Di
Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

Nomer 7

22 Tahun 1999 tentang Peinerin-2. Undang-undang Nomor
tahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60,
Tambahan Lembaran Negara nomor 3839);

Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lem-
baran Negara tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negura Nomor 3848'); '

3. Peraturan Pemerintah

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi
sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara tahun 2000
Nomor 54 , Tambahan Lembaran Nugera Nomor 3952);

tahun5. Keputusan Presiden Nomor 15 1984 tentang
Susunan Organisnsi Departemen Dalam negeri sebaga.i-mana telah dirubah terakhir dengan Keputusan Presi-den Nomor 27 tahun,1999 ;

Presiden Nomor 44 tahun 1999 tentang
Tehnis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan
Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan
Peiner intah dan Rancangan Keputusan Presiden;

6. Keputusan

Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 19997. Peraturan Menteri
tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Daiamq
Negeri , Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi
Menteri Dalam Negeri meagenai Pelaksanaan Undang-undang Nomqr 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;

U
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8. Keputusan MefUeri Dalam Negeri

tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penytesuaian Peris-
tilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerlntahan Desa dan
Ke1 urahan;

Nomor 63 Tahun 1999

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999
tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan
Ke 1 urahan.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN

M E M U T U S K A N

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TENTANG PEMBEN-
TUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN DALAM
KABUPATEN SIMALUNGUN

Menetapkan

U A H
KKTKNTUAN UMUM

Pasa I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

I

I

a. Daerah adalah Kabupaten Simalungun.

b. Kepala Daerah adalah Bupati Simalungun.

c. Pemerinlah Daerah adalah Kepala Daerah beserta
perangkat Daerah 01onom.

d. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai Per-
angkat Daerah dibawah Kecamatan.

e. Nagori adalah Kesaluan Masyarakat hukum yang
memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus
kepenLingan masyarakat selenipal yang diakui dalam
sistem Pemerlntahan Nasional dan berada di Daerah
Kabupaten.

f. Kawasan Nagori adalah kawasan yang mempunyai kegia-
tan utama pertanian , termasuk pengolahan sumber
daya a 1 am dengan susunan fungsi kawasan sebagai
tempat pemukiman Nagori , pelayanan jasa pemerinta-
han, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

g. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai
dengan susunan

fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan,
pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerinta-
han, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

kegiatan utama bukan pertanian ,
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h. Lingkungan adalah Bagian wiiayah kelurahan yang

merupakan lingkungan kerja penyelenggaraan Pemerin-
tahan Kelurahan.•*

i . Pembentukan Kelurahan adalah tindaknn mengadakan
Kelurahan Baru di luar wiiayah Kelurahan yang telah
ada.

j. Pemecahan Kelurahan ada i ah
kelurahan baru didaJam wiiayah kelurahan.

tindnkan mengadakan

k . Penghapiivsan Kelurahan adalah ' limlakan
Nagori yang ada.

meniadakan

1. Penggabungan Kelurahan adalah penyatuan dua kelura-
han atau lebih menjadi satu Kelurahan.

B A B I I
P E M B E N T U K A N

Bagian. Perlama
Tujuan

Paan 1 2

(1) Tujuan Pembentukan Kelurahan adalah untuk meningkatkan
kemampuan penye 1 enggaraan Pemerintahan secara berdaya
guna dan berhasii guna dan meningkatkan pelayanan
terhadap masyarakat kota. sesuai dengan perkembangan
pembangunan.

(2) Kelurahan dibentuk dengan 'Peraturan Daerah berdasarkan
usul Camat setelah mendapat persetujuan dari Dewar
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun.

(3) Usui Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam
ayal (2) pasal ini disampaikan kepada Kepaia Daerah
setelah dimusyawarahan dengan tokoh-tokoh masyarakat.

Pasal 3

Kelurahan dibentuk di kawasan perkotaan dengan memperhati-
kan persyaratan luas wiiayah, jumlah pendudk, potensi
kondisi sosial budaya masyarakat.

dan
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Hug hill Keelu«

Syarat-syarat Pembentukan
u

Pasal 4

Dalam pembentukan Kelurahan harus memenuhi syarat-syarat
sebagai berikut :

a , Faklor Penduduk : jumlah penduduk bagi terbentuknya
suatu Kelurahan bare: sed ik i t-d i k i t nya 500 (lima ratus)
Kepala Keluarga atau 2500 (dua ribu lima ratus) jiwa.

luas wilayah yang terjangkaub. Faktor Luas wilayah :
secara berdaya guna daJam rangka pemberian pelayanan dan
pemukiman masyarakat.

c. Faktor Sosial Budaya ; yang dinamis;

d. Faktor Potensi Kelurahan : Memperhatikan ciri-ciri sifat
masyarakat dengan dukungan sosial ekonominya mayoritas
sudah terpengaruh oleh kehidupan kota:

e. Faktor Prasaran dan Sarana yaitu texsedianya sarana dan
prasarana perhubungan, pemasaran, produksi , sosial , dan
prasarana fisik pemerintahan.

Bagian Ketiga
Nama , Batas dan Pembaghm Wilayah

Pasal 5

Dalam Peraturan Kepala Daerah tentang Pembentukan Kelurahan
harus menyebut Nama , Luas Wilayah , Batas Kelurahan yang
dibentuk.

Pasa I 6

(1) Untuk memperlancar jalannya penyelenggaraan Pemerinta-
han Kelurahan di dalam Kelurahan dapat dibentuk
beberapa Lingkungan sebagaimana dimakausd dalam pasal 1
huruf h Peraturan Daerah ini.

(2) Jumlah lingkungan dalam suatu Kelurahan disesuaikan
dengan jumlah penduduk , kondisi sosial budaya dan
wilayah dalam penyeJenggaraan pemerintahan.

{3} Pembentukan lingkungan di Kelurahan akan diatur dengan
Keputusan Kepala Daerah.
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B A B 1 1 I
PEMECAHAN , PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN

<•
Pasal 7

(1) Kelurahan yang jumlah penduduknya melampaui jumlah

penduduk sebagaimana dimaksud da 1 am pasal 4 hu ruf a

Peraturan Daerah ini
i

dan dari dengan pertimbangan-
pertimbangan tehnis pemerintahan dan pelayanan terhadap
masyarakat Kelurahan dimungkinkan untuk dipecah.

12) Kelurahan has i 1 pemecahan sebagaimana dimaksud dalani

ayat ( 1) pasal ini harus memenuhi syarat-syarat bagi

terbentuknya suatu kelurahan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 4 Peraturan Daerah ini .

(3) Pemecahan kelurahan ditetapkan dengan Peraturan
berdasarkan atas usul Kelurahan melalui Camat setelah
mendapat persetujuan dari Dewan Perwakiian Kakyat

Daerah Kabupaten Simalungun.

Daerah

(4) Usui Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)
pasal ini disampaikan kepada KepaI a Daerah setelah
dimusyuwuiahkan dengan tokoh-tokoh masyarakat.

Pasal 8

(1) Ke 1 urahan
1 ag i
4 Peraturan Daerah ini dapat dihapus atau digabung

setelag dimusywarahkan dengan tokoh-tokoh masyarakat.

yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak
memenuhi syarat. sebagaimana dimaksud dalam -pasal

(2) Penghapusan atau Penggabungan Kelurahan sebagaimana

dimaksud ayat ( 1 ) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan
Kepala Daerah berdasarkan atas
Camat .

usul Lurah melalui

(3) Atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabu-
paten Simalungun, Kepala Daerah nienerb i tkan Peraturan
Daerah mengenai Pembentukan, Penghapusan atau Pengga-
bungan Kelurahan.

B A B I V
PERUBAHAN NAGORT MENJADI KELURAHAN

Pasal 9

( 1 ) Nagori -nagor i di wilayah Kabupaten Simalungun yang

memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4
Peraturan Daerah ini dapat dibentuk menjadi Kelurahan
atas prakarsa Masyarakat.
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(2) Pembentukan Kelurahan sebaga i inana dimaksud da I am ayat

(1 ) pasal ini diusulkan oleh Pcmerintah Nagori atas
persetujuan Maujana Nagori kepada Kepala Daerah melalui
Cama t.

(3) Atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Simalungun , Kepala Daerah menetapkan
Peraturan Daerah mengenai Perubahan status Nagori
menjadi Kelurahan.

P a s a l K)

Dengan clitetapkannya status Nagori menjadi Kelurahan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Peraturan Daerah ini,
Kewenangan Nagori sebagai satu kesatuan masyarakat hukum
yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat
berubah menjadi kewenangan wilayah kerja Lurah sebagai
Perangkat Daerah di bawah Kecamatan.

Pasal 11

(1) Pangulu dan Tungkat Nagori serta anggota Maujana Nagori
dari Nagori-nagori yang ditetapkan menjadi Kelurahan
yang memenuhi persyaratan dapat diangkat menjadi Per-angkat Kelurahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Bagi Pangulu dan Tungkat Nagori serta anggota Maujana
i n i ,Nagori sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal

yang tidak memenuhi persyaratan d i berhentikan dari
jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai dengan
kemainpuan Keuangan Daerah.

Pasal 12

( 1 ) Seluruh Kekayaan dan suniber-sumber pendapatan yang
menjadi milik Femerintahan Nagori, dengan berubahnya
status Nagori menjadi Kelurahan, diserahkan dan menjadi
milik Pemerintah Daerah.

(2) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) pasal ini , dikelola meialui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan memperha-tikan kepentingan Kelurahan yang bersangkutan.
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B A B V
KETENTUAN PENUTUPa

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam pelaksanaan Peraturan
Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala
Daerah.

Pasal 14

Dengan berlakunya peralutan Daerah ini .segala kelenluan
Peraturan Perundang-undangan yang bertentangan dengan
Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi .

Pasal 15

Peraturan Daerah ini rnu 1 a i berlaku pada tanggal diundang-
kan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya , memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun.

D i let apk an di
pada tanggal

Pematang Siantar
21 Desember 2000

BUPAT1 SIMALUNGUN,

d to,

JOHN HUGO S1 I.ALAH I

Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kab. Simalungun :

20/DPRD/2000
21 Desember 2000

Nomor
Tanggal :

Diundangkan di Pematang Siantar
pada tanggal 22 Desember 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SIMALUNGUN.

dto,

ABDUL MUIS NASUTION
*

LFMBARAN DAERAH
TAHUN 2000 NOMOR 34 SERI "D" NOMOR 32.


